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ABSTRAK

Sejarah Pengaturan Perkoperasian di Indonesia. Disusun Oleh Fiviana Nogo
Hurint. Nim: 2014 110 063.

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia perlu ditelaah, untuk itu
peneliti melakukan penelitian sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Proses
pertumbuhan koperasi di Indonesia berdasarkan peraturan yang pernah berlaku
sejak kemerdekaan Indonesia pengaturannya semestinya berdasarkan prinsip-
prinsip koperasi yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, akan tetapi ditemukan pula
pengaturan perkoperasian yang tidak sesuai prinsip-prinsp perkoperasian di
indonesia.

Oleh karena itu peneliti dapat merumuskan permasalahan bagaimana
sejarah pengaturan perkoperasian di Indonesia. Dengan tujuan mengetahui
sejarah pengaturan perkoperasian di Indonesia serta mengetahui pengaturan
koperasi yang pernah berlaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang
berlaku di Indonesia.

Pendekatan Penelitian secara yuridis normatif yaitu menganalisis sejarah,
sinkronisasi hukum, dan prinsip-prinsip koperasi sesuai permasalahan penelitian.
Adapun analisis hasil penelitian secara diskriptif kualitatif yaitu peneliti
menguraikan  hasil penelitian dengan melakukan inventarisasi aturan
perkoperasian selanjutnya secara sistematis dan logis kedalam laporan skripsi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sejarah pengaturan koperasi di
Indonesia diawali Undang-Undang Nomor 149 Tahun 1949 tentang Perkumpulan
Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkoperasian;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Keanggotaan Koperasi, Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang koperasi. Undang-undang yang terakhir inilah yang dibatalkan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI1/2013 Pembatalan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Adanya pembatalan dikarenakan prinsip
koperasi dalam undang-undang tersebut tidak sinkron dengan prinsip-prinsip
koperasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
selanjutnya untuk sementara berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahan
1992 tentang Perkoperasian sambil menunggu adanya undang-undang
perkoperasian yang baru.

Kesimpulan sejarah pengaturan koperasi di Indonesia telah mengalami
pergantian dikarenakan adanya ketidak sinkronan dengan prinsip-prinsip koperasi
sesuai Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Untuk itu disarankan agar Pemerintah bersama DPR RI agar
merumuskan Undang-Undang Perkoperasian yang baru berdasarkan prinsip-
prinsip koperasi sesuai Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.

Kata Kunci: Pengaturan, Koperasi, Putusan.
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ABSTRACT

History of Cooperative Regulation in Indonesia. Compiled by Fiviana Nogo
Hurint. Nim: 2014 110 063.

The history of the development of cooperatives in Indonesia needs to be
examined, for that researchers conduct historical research and synchronize the
development of cooperatives in Indonesia. The development process of
cooperatives in Indonesia is based on regulations that have been in effect since
Indonesian independence, the regulation should be based on cooperative
principles in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
(UUD 1945) Article 33 Paragraph (1) "The economy is structured as a joint effort
based on the principle of kinship ”, however, it was also found that cooperative
arrangements were not in sync with the principles in the 1945 Constitution.

Therefore, researchers can formulate the problem of how the history of the
management of cooperatives regulation in Indonesia. With the aim of knowing
the history of cooperative arrangements in Indonesia as well as knowing the
cooperative arrangements that have been in effect in indonsia as well as knowing
the cooperative arrangements that have been in effect in accordance with the
principles of cooperative principles in Indonesia.

The juridical normative research approach is historical analysis, legal
synchronization, and cooperative principles according to research problems. The
analysis of the research results in a qualitative descriptive, namely the researcher
describes the results of the study by conducting an inventory of the next
cooperative rules systematically and logically into the thesis report.

The results showed that the history of cooperative regulation in Indonesia
begins with Law Number 149 of 1949 concerning Cooperative Associations, Law
Number 79 of 1958 concerning Cooperatives; Law Number 14 of 1965
concerning Cooperatives, Law Number 12 of 1967 concerning Membership of
Cooperatives, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 17
of 2012 concerning Cooperatives. This last law which was canceled by the
Decision of the Constitutional Court (MK) Number 28 / PUU-XI / 2013
Cancellation of Law Number 17 of 2012. There was a cancellation because the
cooperative principles in the law were not in sync with the cooperative principles
of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has temporarily re-enacted
Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives pending the existence of a new
cooperative law.

The conclusion of the history of cooperative regulation in Indonesia has
undergone a change due to inconsistencies with the principles of cooperatives in
accordance with Article 33 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia. based on cooperative principles according to Article 33 Paragraph
(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Regulation, Cooperative, Decision.
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